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Abstrak: Penelitian ini bertujuan mengevaluasi efektivitas penerapan implementasi Cara
Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) pada Usaha Mikro dan Kecil (UMK) Bandeng
Presto di Kecamatan Palas, Kabupaten Lampung Selatan, sebagai upaya pemenuhan
persyaratan keamanan pangan dan izin edar. Penelitian menggunakan pendekatan studi kasus
dengan desain evaluasi sebelum dan sesudah perbaikan penerapan CPPOB. Penilaian
dilakukan melalui gap assessment menggunakan formulir inspeksi CPPOB BPOM pada
periode April-Juni 2025. Aspek yang dievaluasi meliputi kondisi sarana produksi,
dokumentasi sistem mutu, prosedur operasional, higiene dan sanitasi, serta pelaksanaan
pemantauan proses produksi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah ketidaksesuaian
menurun dari 34 menjadi 13 temuan tanpa ketidaksesuaian kritis, sehingga rating penerapan
CPPOB meningkat dari kategori "Sangat Kurang" menjadi "Baik". Peningkatan tersebut
menunjukkan bahwa pemenuhan persyaratan CPPOB mampu meningkatkan tingkat kepatuhan
terhadap standar keamanan pangan dan kesiapan UMK dalam memenuhi persyaratan
penerbitan izin edar.

Kata kunci: CPPOB, keamanan pangan, UMK, bandeng presto

Abstract: This study aimed to evaluate the effectiveness of the implementation of Good
Manufacturing Practices (GMP) in Presto Milkfish Micro and Small Enterprises (MSEs) in
Palas District, South Lampung Regency, as an effort to fulfill food safety requirements and
distribution permits. The study used a case study approach with an evaluation design before
and after improvements in GMP implementation. The assessment was carried out through a
gap assessment using the BPOM GMP inspection form in the period April-June 2025. Aspects
evaluated included the condition of production facilities, quality system documentation,
operational procedures, hygiene and sanitation, and the implementation of production process
monitoring. The results showed that the number of non-conformities decreased from 34 to 13
findings without critical non-conformities, so that the GMP implementation rating increased
from the "Very Poor" category to "Good". This improvement indicates that fulfilling GMP
requirements can increase the level of compliance with food safety standards and the readiness
of MSEs in meeting the requirements for issuing distribution permits.
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PENDAHULUAN

Pangan adalah kebutuhan utama bagi manusia, oleh karena itu setiap individu memiliki
hak untuk mendapatkan pangan yang aman dan berkualitas dalam pemenuhannya [1]. Pangan
yang aman dan berkualitas adalah yang memenuhi standar atau persyaratan kesehatan.
Sebagaimana yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 yang menyatakan
bahwa pangan yang tidak sesuai dengan standar atau membahayakan kesehatan tidak boleh
diedarkan. Sebagaimana dijelaskan oleh [2], masih banyak pelaku usaha dibidang pangan,
khususnya UMK yang belum sepenuhnya memahami dan menerapkan keamanan pangan
secara optimal [2]. Hal ini dapat berdampak pada kualitas produk dan kepercayaan konsumen.
Keamanan produk pangan memiliki peran penting dalam meningkatkan daya saing produk
yang dihasilkan oleh para pelaku usaha, terutama industri kecil seperti UMK, sehingga mereka
dapat bersaing di pasar global [3]. Keamanan pangan merupakan faktor utama dalam produksi
makanan dan menjadi persyaratan mutlak bagi industri pangan agar mampu bersaing di pasar
global.

Menurut Wardanu dan Adriani [4], keamanan pangan secara teknis ditandai dengan
terlindungnya masyarakat dari pangan yang berisiko bagi kesehatan, termasuk kontaminasi
yang bersumber dari zat kimia, faktor fisik, dan mikroorganisme. Berdasarkan Undang-
Undang Nomor 18 Tahun 2012, dijelaskan bahwa keamanan pangan merupakan kondisi dan
upaya yang dilakukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan
benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta
tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk
dikonsumsi. Oleh karena itu, untuk menciptakan pangan yang aman dan bermutu, maka harus
diterapkan sistem Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) untuk memastikan standar
mutu dan keamanan pangan [5].

Berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 22 Tahun 2021, Cara Produksi Pangan Olahan
yang Baik (CPPOB) adalah pedoman yang menjelasakan bagaimana memproduksi Pangan
Olahan agar aman, bermutu, dan layak dikonsumsi [6]. CPPOB adalah cara produksi yang
memperhatikan aspek keamanan pangan untuk mencegah kontaminasi pangan olahan dari
kontaminan biologis, kimia dan lainnya, membunuh atau mencegah kehidupan
mikroorganisme pathogen, serta mengontrol proses produksi [7]. CPPOB bertujuan untuk
memenuhi persyaratan produsen yang telah ditentukan untuk menghasilkan pangan yang
berkualitas dan aman sesusai persyaratan konsumen. Penerapan CPPOB yang efektif tidak
hanya mempengaruhi kualitas produk dan kesehatan konsumen, tetapi juga mempengaruhi
reputasi produsen dengan mendapatkan kepercayaan konsumen dan meningkatkan daya saing
di pasar [4].

Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) juga dikenal sebagai Good
Manufacturing Practices (GMP) merupakan syarat untuk pemberikan sertifikat izin edar (MD)
oleh BPOM. Untuk memperoleh sertifikat CPPOB, pelaku usaha harus mengajukan
permohonan penerbitan izin penerapan CPPOB secara online dan mengunggah dokumen-
dokumen yang diperlukan. Selanjutnya, dokumen-dokumen tersebut akan dinilai atau
dievaluasi oleh lembaga terkait, yaitu BPOM [3]. Izin Penerapan CPPOB adalah dokumen
resmi yang menunjukkan bahwa sarana produksi pangan olahan telah memenuhi dan
melaksanakan standar CPPOB dalam proses produksi pangan olahan [6]. Penilaian penerapan
CPPOB dapat dimulai dengan melakukan evaluasi atau penilaian terhadap kegiatan yang
dilaksanakan sesuai dengan regulasi untuk mengidentifikasi unsur perbaikan. Hasil dari
penilaian ini berupa dokumentasi sebagai bukti fisik mengenai masalah yang belum sesuai
dengan standar dari 25 aspek, kemudian masalah tersebut diatasi agar dapat mendapatkan
penilaian yang lebih baik [8]. Produsen yang tergolong Usaha Mikro dan Kecil (UMK) yang
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memproduksi pangan dengan risiko sedang, seperti makanan beku, wajib melengkapi
persyaratan berupa surat pemenuhan standar penerapan CPPOB serta hasil penilaian mandiri
(self-assessment) dengan hasil penilaian minimal Baik (B). Jika seluruh dokumen dinyatakan
lengkap, maka Izin Penerapan CPPOB akan diterbitkan [3]. Berdasarkan Badan Pengawas
Obat dan Makanan [6], setelah izin diterbitkan, akan dilakukan pemeriksaan sarana produksi
untuk memastikan penerapan CPPOB, yang harus dilakukan paling lambat dalam 12 bulan
setelah izin penerapan CPPOB diberikan, berdasarkan kesepakatan dengan produsen UMK.
Apabila hasil audit memenuhi persyaratan yang ditetapkan, maka sertifikat dengan masa
berlaku lima tahun akan diberikan kepada produsen. Sebaliknya, apabila hasil audit tidak sesuai
dengan peraturan yang ditetapkan, maka produses akan dikenakan sanksi sesuai dengan
regulasi yang berlaku.

Penerapan CPPOB meliputi penerapan standar higiene dan sanitasi dalam proses
produksi, serta menekankan praktik terbaik dalam pengelolaan sistem yang menjamin mutu
dan keamanan pangan [3]. Dengan demikian, setiap pelaku usaha atau produsen pangan
khususnya pangan olahan, termasuk bagi kategori Usaha Mikro dan Kecil (UMK) Pangan
Olahan, memiliki tanggung jawab untuk memastikan mutu dan keamanan pangan yang
dihasilkan [9]. Namun, tidak sedikit pelaku UMK Pangan Olahan yang sering kali menghadapi
tantangan dalam memenuhi standar CPPOB.

UMK Bandeng Presto merupakan industri pangan olahan dengan kategori risiko
menengah rendah yang termasuk ke dalam skala UMK (Usaha Mikro dan Kecil). UMK
Bandeng Presto memproduksi pangan olahan yang berasal dari perikanan dengan dua produk
yang berbeda, yaitu bandeng presto dan siomay ikan parang. Analisis terhadap penerapan
CPPOB pada produk bandeng presto telah dilakukan di UMK Bandeng Presto. Berdasarkan
Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 70 Tahun 2025 tentang
Perubahan Kategori Pangan dan Perubahan Bahan Baku Yang Berasal Dari Tanaman atau
Hewan, bandeng presto merupakan produk ikan dengan bahan baku ikan bandeng (Chanos
chanos) utuh yang mengalami perlakuan perendaman dalam larutan garam atau bumbu dan
pengukusan dengan tekanan tinggi. Proses pengolahannya mencakup tahapan seperti
penerimaan bahan baku, pembersihan, pencucian, perendaman, pembungkusan, pengukusan,
pendinginan, pengemasan, dan penyimpanan [ 10]. Penerapan CPPOB di UMK Bandeng Presto
memiliki peran krusial dalam memastikan bahwa standar keamanan pangan terpenuhi secara
optimal. Selain itu, penerapan CPPOB juga berkontribusi dalam mengidentifikasi aspek aspek
yang perlu ditingkatkan atau diperbaiki dalam proses produksi oleh pelaku UMK sehingga
penelitian ini penting untuk dilakukan.

METODE PENELITIAN

Tempat dan Pengambilan Data
Penelitian dilakukan di salah satu UMK Bandeng Presto, yang beralamat di Kecamatan
Palas, Kabupaten Lampung Selatan. Penelitian dilaksanakan pada April-Juni 2025 untuk
mengevaluasi efektivitas implementasi Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB)
dalam meningkatkan kepatuhan terhadap persyaratan keamanan pangan sebagai persiapan
memperoleh Izin Penerapan (IP) CPPOB dan nomor izin edar BPOM [6][12][13][14].

Analisis Data
Analisis data dilakukan dengan membandingkan kondisi aktual fasilitas dan proses
produksi di UMK dengan persyaratan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) yang
mengacu pada formulir inspeksi BPOM. Penilaian mencakup seluruh aspek yang
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dipersyaratkan dalam instrumen evaluasi CPPOB untuk mengidentifikasi tingkat kesesuaian
dan ketidaksesuaian terhadap standar yang berlaku. Setiap temuan kemudian diklasifikasikan
berdasarkan tingkat penyimpangannya sesuai dengan kriteria penilaian BPOM. Hasil
klasifikasi tersebut digunakan untuk menentukan tingkat pemenuhan CPPOB serta kategori
penerapan pada UMK berdasarkan jumlah dan jenis ketidaksesuaian yang ditemukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan CPPOB Pada UMK Bandeng Presto

Penerapan CPPOB (Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik) pada UMK Bandeng
Presto dilakukan secara bertahap. Tahap pertama dilakukan gap assessment awal untuk
mengetahui bagaimana penerapan CPPOB di UMK sebelumnya dan untuk mengidentifikasi
aspek yang belum sesuai dengan standar CPPOB yang telah ditetapkan [12]. Gap assessment
dilakukan menggunakan form penilaian CPPOB dari BPOM yang terdiri dari 25 aspek CPPOB.
Berdasarkan hasil gap assessment awal yang telah dilakukan, didapatkan hasil bahwa
ditemukan ketidaksesuaian aspek pada UMK Bandeng Presto sebanyak 34 ketidaksesuaian.
Dari 34 ketidaksesuaian terdiri dari 17 temuan minor, 16 temuan major, dan 1 temuan kritis
sehingga rating CPPOB Bandeng Presto saat gap assessment awal yaitu D (Sangat Kurang).

Tabel 1 Kriteria Rating CPPOB

Rating CPPOB Jumlah Bobot (score)
A (Sangat Baik) 0-12
B (Baik) 13-22
C (Kurang) 23-56
D (Sangat Kurang) >56 atau jika ada temuan kritis

Ketidaksesuaian yang ditemukan diantaranya yaitu, UMK belum memiliki dokumen
CPPOB yang tercatat, terdapat barang-barang tidak terpakai yang tidak termasuk alat/bahan
produksi yang berada dalam ruang produksi, terdapat retakan pada dinding, pintu masuk dan
pintu keluar ruang produksi membuka kearah dalam, jendela/ventilasi yang tidak dilengkapi
dengan kasa pencegah serangga atau hama, tata letak area pengolahan yang kurang baik, dan
tidak adanya lampu penerangan dibeberapa area kerja. Selain itu, UMK juga belum memiliki
program pemeliharaan yang dilakukan secara konsisten, belum adanya prosedur tercatat yang
konsisten dilakukan dalam pemiliharaan sanitasi, UMK belum memiliki beberapa program
pengawasan seperti monitoing pengendalian proses terhadap ketidaksesuaian, prosedur terkait
release produk, penanganan produk yang tidak sesuai, serta program pengendalian hama yang
konsisten, dan lainnya.

Pada UMK Bandeng Presto juga ditemukan ketidaksesuaian terkait label kemasan
produk yang digunakan. Label kemasan produk bandeng presto belum sesuai dengan regulasi
terkait, karena tidak mencantumkan secara lengkap informasi wajib yang harus ada pada label
kemasan. Label kemasan bandeng presto hanya memuat nama produk, daftar bahan, alamat
produksi, dan logo halal. Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor
6 Tahun 2024 [16], dijelaskan bahwa label pangan olahan harus memuat paling sedikit
mengenai nama produk, daftar bahan yang digunakan, berat bersih atau isi bersih, nama dan
alamat pihak yang memproduksi atau mengimpor, halal bagi yang dipersyaratkan, tanggal dan
kode produksi, keterangan kedaluwarsa, nomor izin edar, asal usul bahan pangan tertentu [30].
Ketidaksesuaian pada label kemasan ini menjadi temuan bernilai kritis. Hal ini menunjukkan
bahwa UMK Bandeng Presto belum menerapkan CPPOB (Cara Produksi Pangan yang Baik)
dengan optimal.
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Peningkatan Penerapan CPPOB

Dari hasil gap assessment awal, upaya perbaikan yang dilakukan UMK Bandeng Presto
diantaranya yaitu terkait layout ruang produksi, sanitasi, dan alur proses produksi agar sesuai
dengan prinsip higiene dan sanitasi. Selain melakukan perbaikan sarana produksi, dalam
pemenuhan persyaratan pengajuan IP CPPOB (Izin Penerapan CPPOB) terdapat beberapa
dokumen yang harus disiapkan. UMK diwajibkan memiliki dokumen manual mutu CPPOB,
SSOP (Sanitation Standard Operating Procedure), SOP (Standar Operasional Produksi), dan
form monitoring. Dokumen manual mutu adalah dokumen tertulis yang menjelaskan sistem
manajemen mutu yang diterapkan oleh pelaku usaha yang menjadi dasar dalam memastikan
bahwa seluruh proses produksi berjalan sesuai standar keamanan pangan. Dokumen manual
mutu mencakup komitmen manajemen yang dituangkan dalam bentuk Visi dan Misi UMK,
struktur organisasi dan tanggung jawab setiap bagian terkait mutu yang ditetapkan dalam SK
Tim CPPOB. Selain itu, terdapat dokumen identifikasi pemasok dan bahan pengemas,
identifikasi penggunaan produk dan pelanggan, spesifikasi bahan baku dan pengemas,
deskripsi produk jadi, identifikasi pengguna produk dan pelanggan, formulasi produk, diagram
alir proses produksi, dan layout sarana produksi. UMK Bandeng Presto sudah memiliki 11
dokumen manual mutu.

SSOP (Sanitation Standard Operating Procedure) adalah pedoman yang
mengimplementasikan prinsip pengelolaan melalui aktivitas sanitasi dan higiene. Dengan
demikian, SSOP menjadi program sanitasi yang harus diikuti pelaku UMK untuk
meningkatkan mutu produk yang dihasilkan serta menjamin sistem keamanan dalam produksi
makanan [7]. Penerapan Sanitation Standard Operating Procedure (SSOP) meliputi 8 kunci
yaitu keamanan air, permukaan kontak bahan pangan, pencegahan kontaminasi silang, tempat
cuci tangan dan toilet, proteksi bahan kontaminasi kimia, pelabelan, penyimpanan dan
penanganan bahan toksin, kesehatan pegawai dan pengendalian hama.

SOP (Standard Operating Procedure) merupakan dokumen yang memuat penjabaran
kegiatan operasional harian, dengan tujuan agar setiap proses dilakukan dengan tepat, akurat,
dan konsisten sehingga menghasilkan produk yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan
[11]. Pada UMK Bandeng Presto, telah dibuat SOP berjumlah 17 dokumen SOP. Formulir
rekaman atau monitoring adalah dokumen yang disusun sebagai acuan untuk menjamin bahwa
proses pengendalian terhadap catatan mutu dilakukan sesuai prosedur yang telah ditetapkan,
serta mudah dibaca, dikenali, dan ditemukan kembali jika diperlukan sebagai bukti pemenuhan
persyaratan. Pada UMK Bandeng Presto memiliki 44 jenis formulir rekaman yang dibuat untuk
mendukung proses tersebut.

Berdasarkan pada Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.
03.1.23.04.12.2205 Tahun 2012 [12], setiap pelaku UMK diwajibkan untuk memenuhi standar
keamanan pangan sebelum produk dapat diedarkan kepada Masyarakat. Oleh karena itu, selain
melakukan perbaikan sarana dan pemenuhan dokumen, diberikan juga edukasi dalam bentuk
penyuluhan keamanan pangan di UMK untuk meningkatkan pemahaman pelaku usaha dan
karyawan terhadap pentingnya keamanan pangan. Kegiatan penyuluhan keamanan pangan ini
dilakukan tidak hanya untuk meningkatkan keterampilan teknis, tetapi juga membangun
kesadaran terhadap pentingnya standar mutu dan keamanan pangan dalam menunjuang daya
saing produk.

Pelatihan kemanan pangan di UMK Bandeng Presto diikuti oleh pemilik dan karyawan
UMK dengan materi yang berikan tentang Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik
(CPPOB)/Good Manufacturing Practices (GMP) dan Sanitation Standar Operating
Procedures (SSOP) yang sesuai dengan standar kompetensi SKKNI C.100000.064.02.
Pelatihan CPPOB dan SSOP bertujuan meningkatkan pemahaman pelaku usaha mengenai
pentingnya keamanan pangan, serta membekali pemilik dan karyawan UMK dengan
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keterampilan dalam menerapkan prosedur produksi dan sanitasi yang baik. Dengan demikian,
pelaku usaha diharapkan mampu menghasilkan produk pangan yang aman, higienis, dan sesuai
dengan standar yang berlaku.

Berdasarkan gap assessment akhir yang telah dilakukan, didapatkan hasil bahwa UMK
Bandeng Presto berhasil mendapatkan rating CPPOB B dengan jumlah temuan minor 7, major
6, dan 0 temuan kritis. Hasil gap assessment akhir yang meningkat menunjukkan bahwa setelah
pendampingan dilakukan rating atau nilai UMK menjadi lebih baik dari sebelumnya. Hal ini
menunjukkan bahwa UMK Bandeng Presto telah menerapkan Cara Produksi Pangan Olahan
yang Baik (CPPOB) dengan baik. UMK Bandeng Presto telah menerapkan CPPOB mulai dari
sarana produksi, layout bangunan, komitmen penanggung jawab, formulir rekaman, standar
prosedur, pengendalian hama, label kemasan, dan dokumen lain yang dibutuhkan untuk
monitoring dan evaluasi pada UMK.

Setelah melakukan gap assessment akhir dan mendapatkan rating B (Baik), UMK
Bandeng Presto dapat melakukan pengajuan Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan
yang Baik (IP CPPOB). Izin Penerapan CPPOB adalah dokumen resmi yang menunjukkan
bahwa sarana Produksi Pangan Olahan telah memenuhi dan melaksanakan standar CPPOB
dalam proses Produksi Pangan Olahan [6]. Pengajuan IP CPPOB dilakukan melalui laman e-
sertifikasi BPOM dengan mengunggah sejumlah data sarana dan dokumen persyaratan, yaitu
peta lokasi sarana produksi, layout sarana produksi, deskripsi pangan olahan, alur proses
produksi, panduan mutu, penilaian mandiri (self-assessment) dengan hasil penilaian minimal
Baik (B), surat pernyataan pemenuhan komitmen, dan dokumen lainnya. Selanjutnya akan
dilakukan evaluasi oleh petugas dan apabila dokumen disetujui, maka Izin Penerapan CPPOB
akan diterbitkan. Izin Penerapan CPPOB Bandeng Presto telah diterbitkan pada tanggal 03 Juli
2025 dan berlaku sampai dengan 02 Juli 2030.

Dalam proses penerapan CPPOB di UMK Bandeng Presto, terdapat beberapa kendala
yang menjadi tantangan signifikan bagi UMK Bandeng Presto. Salah satu hambatan terbesar
adalah kurangnya pemahaman pelaku UMK dan karyawan terhadap standar teknis CPPOB
mengenai prinsip prinsip dasar keamanan pangan dan pentingnya dokumen mutu, seperti SSOP
dan SOP yang sebelumnya belum dimiliki UMK.

Oleh karena itu, dilakukan edukasi dan penyuluhan untuk meningkatkan pemahaman
pelaku usaha dan karyawan terhadap pentingnya keamanan pangan. Selain itu, keterbatasan
sarana dan prasarana seperti ventilasi, pencahayaan, fasilitas sanitasi, dan alur kerja yang belum
sesuai dengan prinsip sanitasi juga menjadi faktor penghambat dalam memenuhi standar
CPPOB. Setelah dilakukan pendampingan, beberapa ketidaksesuaian yakni ventilasi, fasilitas
sanitasi, dan alur kerja telah dilakukan perbaikan berdasarkan saran yang telah diberikan. Tidak
hanya itu, upaya perbaikan sering kali terkendala oleh keterbatasan sumber daya, baik dari segi
pendanaan maupun tenaga kerja terlatih. Beberapa fasilitas belum terpenuhi seperti exhaust,
thermometer freezer, lampu, serta belum diterapkanya sistem pengkodean bahan baku. Tingkat
pendidikan dan latar belakang karyawan UMK yang beragam juga menjadi salah satu kendala
dalam proses pelatihan dan pendampingan penerapan CPPOB di UMK Bandeng Presto. Oleh
karena itu, proses peningkatan penerapan CPPOB membutuhkan pendekatan yang lebih
komunikatif, partisipatif, dan berkelanjutan, agar UMK dapat secara bertahap membangun
budaya mutu dan keamanan pangan.

KESIMPULAN

Hasil evaluasi penerapan CPPOB di UMK Bandeng Presto pada gap assessment awal
masih belum optimal, ditandai dengan ditemukannya 34 ketidaksesuaian (17 minor, 16 major,
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1 kritis), yang menyebabkan rating CPPOB berada pada kategori “Sangat Kurang (D)”.
Kendala utama dalam penerapan CPPOB di UMK Bandeng Presto meliputi kurangnya
pemahaman pelaku usaha tentang prinsip keamanan pangan, keterbatasan dokumen mutu
seperti SSOP dan SOP, serta kondisi sarana prasarana yang belum sesuai standar. Upaya
peningkatan penerapan CPPOB dilakukan melalui perbaikan sarana produksi, penyusunan
dokumen mutu, pelatihan keamanan pangan, serta evaluasi melalui gap assessment akhir.
Hasilnya, rating CPPOB UMK Bandeng Presto meningkat ke kategori “Baik (B)” tanpa temuan
kritis, dan UMK berhasil memperoleh Izin Penerapan CPPOB dari BPOM pada 3 Juli 2025.
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